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Abstrak

Undang-Undang No. 22 tahun 2014 yang merupakan Pengganti UU
No. 32 Tahun 2004 adalah bentuk perubahan mekanisme pemilihan kepala
Daerah dari langsung menuju Pilkada tidak langsung. Selama ini pilkada
langsung banyak kekurangan dan penyimpangan, seperti money Politik, anggaran
negara membengkah, dan tidak sedikit dari Kepala Daerah telah terlibat praktik
korupsi. Pilkada langsung dan tidak langsung yang senantiasa menjadi topik
hangat di akhir tahun 2014. Maka penulis mencoba untuk menelaah Pilkada
langsung dan tidak langsung persfektif Hukum Tata Negara Islam. Berhubung ini
adalah kajian politik hukum, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pendekatan sosiologi-politik-islam, yaitu sebuah pendekatan yang
digunakan untuk mengetahui konfigurasi antara politik dan hukum sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam sebuah peraturan atau sumber hukum.
Serta Al-qur’an dan Hadits sebagai sumber dari hukum Islam.

Dalam penilitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan murni.
Semua karya-karya yan terkait dengan penelitian ini dijadikan sebagai bahan
rujukan untuk mengurai Undang-Undang Pilkada. Untuk menganalisis data
penulis menggunakan metode deskriptif-komparatif-analitis.

Hasil yang diperoleh adalah Pilkada langsung dan tidak langsung
memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tinjauan Pilkada dalam
hukum Islam tidak mempersoalkan dua model Pilkada tersebut tergantung pada
kultur budaya masyarakat dalam sebuah negara. Pilkada dalam Islam tidak baku
melainkan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kebudayaan dan politik yang
berlangsung.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, No : 158/1987 dan
0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf

Latin.
Huruf
Nama Huruf latin Nama
Arab
Tidak
\ Alif Tidak dilambangkan
dilambangkan

< Ba B Be
o Ta T Te
< Sa S Es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
d Ha H Ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh Ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
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J Ra R Er

D) Zai Z Zet

o Sin S Es

ok Syin Sy Es dan ye
o Sad S Es (dengan titik di bawah)
U= Dad D De (dengan titik di bawah)
L T T Te (dengan titik di bawah)
L Za 7, Zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain A Koma terbalik di atas

¢ Gain G Ge

s Fa F Ef

S Qaf Q Ki

<l Kaf K Ka

J Lam L El

e Mim M Em

J Nun N En

3 Wau \V We

A Ha H Ha

s Hamzah O Apostrof

3 Ya Y Ye
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B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fathah A A
Kasrah I I
’ Dammah U U

Contoh : S — Kataba
J=8 — Fa’ala
SA— Zukira
2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf Nama Gabungan Huruf Nama
Geveee Fathah dan ya Ai adani
Seeeens Fathah dan wau Au adanu

Contoh : X8 -Kaita

Jsd - Haula




C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
huruf tanda

S ....'| Fathah dan alif atau A a dan garis di

ya atas
S Kasrah dan ya I i dan garis di

atas
5..... | Dammah dan wau U u dan garis di

atas

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua, yaitu :
1. Tamarbutahhidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapatharakat fathah, kasrah,
dandammah, transliterasinya adalah / t /.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutahmati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah
/h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutahdiikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang a/, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan Aa /h /.

Contoh :JWLUAs's) - Raudah al-Atfal

Raudatul Atfal
Al 7alhah



E. Syaddah ( Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda fasydid . Dalam transliterasi
ini tanda syaddah tersebutdilamangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama

dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh :% - Rabbana
F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf;,
yaitu : J' . namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara
kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah dengan kata sandang yang
diikuti oleh huruf gamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf / 1/ diganti dengan huruf yang sama dengan

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan sesuai

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsyiyyah maupun huruf gamariyyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubung-kan dengan

tanda sambung / hubung.
Contoh :Ja — ar-Rajul
Gl ay-Syams
&;9:.‘3‘— al-Badi’
;JZH_ al-Qalam



G. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan
di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan,

karena dalam tulisan Arab berupa a/if’

1. Hamzah di awal :

:“—;)ai — umirtu

KI— akala

2. Hamzah di tengah :
OG- 2 khuzin
oG rakutin

3. Hamzah di akhir :

s~ syai' un

¢ sV — an-naw’

H. Huruf Kapital
Meskipun dalam tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun
dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa

Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal

kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al” dan lain-lain.
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HALAMAN MOTTO

Lebih baik berbuat walaupun sedikit, daripada tenggelam dalam angan-angan

ingin berbuat banyak (Gus Zainal Arifin Thoha).
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PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk Ayah dan Ibu tercinta
Bpk Miswara dan Ibu Marfu’a

Serta buat kakakku dan segenap ponakanku.
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KATA PENGANTAR

?:‘AJS‘UAAJM"M(’“‘"‘

Yool aesl cpall s Wiall sl e oo 4s g caalladl oy 1 sl
Laws o aBld) 5 sdball 5 dil sy Jaasa o)) 2gdl o &) ) 4l

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala
puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan berkat, karunia, kasih sayang dan hikmah-Nya, sehingga penyusun
mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak rintangan dan
yjian yang dilewati. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada
junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabatnya, dan

seluruh umat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. Amiin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul “Pilkada Langsung dan
Tidak Langsung Persfektif Hukum Tata Negara Islam” ini bukan merupakan
karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan
serta keterlibatan berbagai pihak, sehingga dalam kondisi yang menegangkan
penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Walaupun tentunya dalam
skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan yang tidak
disengaja, maka untuk semua itu penyusun menghaturkan maaf sebesar-besarnya

dan juga tidak lupa ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua
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pihak, semoga amal baik atas motivasi dan bimbingan tersebut mendapat balasan

yang lebih dari Allah SWT.Amiin.
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1. Prof. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga
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3. Dr. H. M. Nur, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Octoberriansyah, M.Ag, selaku Penasihat Akademik yang selalu
mengarahkan dalam segala hal perkuliahan.

5. Drs. Rizal Qosim, M.SI, selaku pembimbing, yang senantiasa bersabar dalam
membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesainya skripsi ini.

6. Seluruh dosen/pengajar Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
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7. Bapak Miswara dan Ibu Marfu’a selaku orang tua yang tidak pernah putus
asa untuk memberikan kasih sayang, motivasi dan doa kepada anaknya, yakni
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Penyusun berharap karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca, lerutama bagi

mahasiswa Jurusan Muamalat. Penyusun menyadari karya ini masih jauh dari

kesempurnaan, maka kritik dari pembaca akan dapat lebih menjadi sempurna.

Wi
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di ujung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yuhoyono (SBY),
proses demokrasi negara Indonesia menuai perdebatan panjang dan hangat di
tubuh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait Rancangan Undang-undang
Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang berlangsung pada tanggal 25-26
Oktober 2014. Rancangan Undang-undang ini sebenarnya sudah lama digulirkan,
tepatnya pada tahun 2010 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saat itu
belum ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menggubrisnya,
bahkan semua anggota DPR menyatakan sikap menolak pemilihan kepala daerah

tidak langsung.

Pasca Pemilihan Presiden 2014, sebagian angota DPR yang tergabung
dalam barisan Koalisi Merah Putih (KMP) saat pemilihan presiden mengusung
pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, paling getol mewacanakan
Pemilihan Kepala Daerah Dipilih melalui DPRD saja. Opsi ini bertentangan
dengan anggota DPR yang tergabung dalam barisan Koalisi Indonesia Hebat
(KIH) pada saat pilpres megantarkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang hendak

menginginkan kepala daerah tetap dipilih secara langsung oleh rakyat’.

! Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terdiri dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-

P), Partai kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hanura, Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem),



Alasan para wakil rakyat pendukung pilkada oleh DPRD adalah untuk
membangun Indonesia lebih baik, terutama dalam kaitan hubungan antara
pemerintah pusat dan daerah. Presiden perlu meluruskan kembali praktik
desentralisasi dan otonomi daerah agar sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Praktik sistem multpartai tak boleh berkorelasi negatif pada
birokrasi yang dipimpin kader partai di semua jenjang pemerintahan. Birokrasi

menjadi lahan tarik menarik kepentingan sehingga sulit netral secara politik.

Sementara wakil rakyat pendukung Pilkada langsung oleh rakyat
berpandangan, inilah hak rakyat. Selama ini tidak ada jaminan kepala daerah yang
dipilih oleh DPRD, seperti pada masa Orde Baru, lebih baik dibandingkan dengan
kepala daerah yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui Pilkada. Bahkan
sejumlah daerah yang dipilih langsung oleh rakyat menunjukkan prestasi
membanggakan, termasuk yang diakui secara nasional, seperti Jokowi saat
menjadi Wali Kota Surakarta (Jawa Tengah) dan Tri Risma Harini, Wali Kota

Surabaya (Jawa Timur)?.

Masing-masing wakil rakyat memiliki pandangan berbeda yang tidak
kunjung menemukan peneyelesaian. Tidak ada pilihan lagi dalam penyelesaian ini

kecuali melalui pintu voting sebagai pilihan terakhir dalam sistem demokrasi.

dan PKPI. Sementara Koalisi Merah Putih (KMP) terbentuk dari kesatuan Partai Gerakan
Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN),
Partai Golongan Karya (Partai Golkar), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan terakhir adalah

Partai Demokrat.

2 Menatap Indonesia 2015( Pemilihan Dalam Ketidakpastian Politik, Kompas, edisi 100
halaman, 26 November 2014.



Maka kedua kubu politik yang sudah terpetakan menjadi dua golongan

melancarkan manuver politik untuk mendapatkan dukungan politik.

Hitung-hitungan perolehan suara menghasilkan Pilkada tidak langsung
olen KMP berhasil diraih dengan selisih suara yang amat jauh setelah Fraksi
Partai Demokrat mengambil jalan Walk Out (keluar). Keluarnya Partai Demokrat
dari sidang paripurna jelas menguntungkan bagi KMP. Dengan didukung
mayoritas anggota Fraksi Partai Golkar, PKS, Partai Gerindra, PAN, dan PPP,
total raihan suara dukungan bagi pilkada lewat DPRD mencapai 226 suara. Jauh
melebihi pendukung pilkada langsung (PDIP, PKB, dan Partai Hanura) yang

memiliki 135 suara®.

Keputusan sidang paripurna DPR telah menuai kontroversi bagi publik.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kamis (2/10/2014) secara cepat
merespon keinginan publik dengan menerbitkan dua Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Kepala Daerah. Pertama, Perppu
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Perppu
ini menekankan, sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur bahwa Kepala
Daerah dipilih oleh DPRD. Sebagai konsekuensinya (Penerbitan Perppu Nomor 1
Tahun 2014) dan untuk memberikan kepastian hukum menerbitkan juga Perppu

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

% Jawa Post/26/09/2014 (diakses pada tanggal 06 Oktober 2014, 13.00 WIB)



2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perppu Ini untuk menghapus tugas dan

wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah®.

Kedudukan hukum Perppu Pilkada tersebut hanya bersifat sementara
sampai disetujui atau ditolak oleh DPR. Keberlangsungan Pilkada langsung dan
tidak langsung berada di tangan DPR. Apabila para wakil rakyat menyetujui
Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pilkada niscaya Pemilihan Kepalada Daerah
secara langsung tetap berlanjut. Sebaliknya, manakala para wakil rakyat
menolaknya, ada dua pendapat yang muncul. Pertama, Undang-Undang No. 22
Tahun 2014 akan kembali berlaku sehingga pilkada 2015 bisa segera dilakukan
melalui DPRD. Kedua, terjadi kekosongan hukum. Pakar Hukum Tata Negara,
Yusril Thza Mahendra, setuju dengan pendapat kedua. Jika DPR menolak Perppu
Pilkada. Presiden Jokowi harus mengeluarkan Perppu yang baru atau mengajukan

RUU Pilkada baru®.

Kontroversi mekanisme Pemilihan Kepala Daerah menandakan demokrasi
lokal saat ini belum menemukan formulasi yang efektif. Para wakil rakyat sedang
memperjuangkan regulasi Pilkada yang tepat berdasarkan sejarah panjang
Pemilihan Kepala Daerah yang telah beralngsung. Dikhawatirkan saat ini,
memperjuangkan model demokrasi prosidural tingkat lokal terjebak pada sistem
demokrasi yang tidak demokratis. Khayalan publik kian ragu setelah anggota

dewan menghasilkan Pilkada tidak langsung.

* Batalakan Pilkada tidak Langsung, SBY Terbitkan Dua Perppu, Kompas, 02 Oktober
2014.

® Perppu Pilkada:Pertaruhan Penuh Resiko, Kompas, 05 Desember 2014.



Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang telah menuai kontroversi
oleh publik tidak bisa serta merta menilai demokrasi lokal kita berjalan mundur
atau sebaliknya. Negara Indonesia semenjak merdeka hingga kini telah melewati
peristiwa besar yang mengarah kepada kepada demokrasi yang mendekati kepada
rakyat; dari sistem pemerintahan sentralistik menuju sistem pemerinthan
desentralistik®. Rakyat sebagai subjek dalam sistem demokrasi mulai dijadikan
barometer kehidupan berdemokrasi. Terlaksananya pemilihan umum maupun
daerah tingkat eksekutif serta legislatif adalah bentuk pengejawantahan praktik

demokrasi di Indoensia.

Hanya saja dengan kembalinya model Pemilihan kepala Daerah melalui
DPRD terasa janggal terhadap perjalananan demokrasi Indonesia yang berdiam di
tempat. Belum tentu demokrasi tidak langsung akan menyelesaikan persoalan.
Selebihnya akan melahirkan persoalan-persoalan baru terhadap demokrasi lokal di

berbagai daerah.

Apapun hasil keputusanya, tidak ada alasan untuk menjustis buruk
terhadap kinerja para wakil rakyat yang mengembalikan kembali dipilih oleh
DPRD. Semuanya berdasarkan fakta empirik semenjak Pilkada langsung berlaku
pada tahun 2005 hingga sekarang. Dikhawatirkan saat ini adalah perkembangan

demokrasi lokal hanya berjalan di tempat. Perbincangan mengenai demokrasi dan

® Dede Mariana, dkk, Demokrasi dan Politik Desentralisasi, (Yoyakarta: Graha Ilmu,
2008), him. 11.



demokratisasi lokal kian menguat seiring dengan dikembalikannya pilkada tidak

langsung.

Tidak heran manakala rasa pesimisme ini makin menguat seolah-olah akan
menggugurkan harapan besar rakyat untuk melahirkan pemimpin yang lebih baik,
lebih kompetensi, lebih dapat dipercaya, dan lebih memahami kebutuhan rakyat.
Sehingga gonjang ganjing publik berbentuk protes terhadap UU No. 22 Tahun
2014 makin membanjiri di media sosial, gerakan sosial, dan tidak turut diam

adalah kalangan akademisi.

Rasa pesimis yang menghantui publik menjadikan wacana Pemilihan
Kepala Daerah antara dipilih secara langsung oleh rakyat atau sekedar dipilih oleh
DPRD berkaitan erat dengan masa depan demokrasi lokal kita. Pilkada
merupakan perkara wajib yang harus dilaksanakan setelah periodesasi jabatan
selesai sebagaimana dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah’. Dengan demikian, penulis bermaksud untuk meneliti model Pilkada

yang telah berlangsung di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan di
teliti dalam skripisi ini dapat di rumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia?

"Lihat: Undang-Undang No. 32 Tahun 2004



2. Bagaimana Pandangan figih Siyasah terhadap mekanisme Pemilihan Kepala

Daerah di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, penelitian ini

bertujuan untuk:

1. Tujuan Penelitian

a.

b.

Untuk mengetahui perkembangan model Pemilihan Kepala Daerah di
Indonesia.
Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Tata Negara Islam

terkait Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a.

Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran
terhadap negara Indonesia terkait model Pemilihan Kepala Daerah di
Indonesia dalam Persfektif Hukum Tata Negara Islam.

Memberikan kontribusi bagi para pelaku pembuat Undang-Undang guna
menimbang tindak lanjut UU Pilkada.

Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi khasanah

keilmuan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, sudah ada
karya tulis yang berbentuk skripsi, buku, majalah, artikel dan semacamnya.
Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang membandingkan antara Pilkada
langsung dan tidak langsung. Terutama dalam pandangan Figih Siyasah. Hingga
saat ini yang ada hanya berapa skripsi membahas syarat-syarat Pemilih Pilkada
dalam persfektif Figih Siyasah.

Skripsi karya Yohana Andriani dengan judul Peran DPRD Daerah
Istemewa Yogyakarta dalam Pemilihan Kepala daerah Pada Era Otonomi
Tahun 2003 (Persfektif figih Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang sistem Pemilihan
Kepala Daerah Propinsi yang ada di Daerah istemewa Yogyakarta, baik secara
historis ataupun dalam pola pemerintahan yang memakai sistem kerajaan,
namun tetap mengingukuti ketetapan Presiden RI. Hasilnya Pilkada DIY melaui
DPRD memberikan kepuasan terhadap masyarakat dalam menentukan kepala
daerah tingkat kabupaten maupun kota ®.

Skripsi karya Arif Fuadi dengan judul Pandangan Masyarakat terhadap
Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kebumen 2010. Skripsi ini
menjelaskan mengenai pandangan masyarakat terhadap Pemilihan Kepala
Daerah secara langsung oleh masyarakat. Sekaligus peran partai politik di tingat

lokal dalam mensukseskan kadernya menjadi kepala daerah. Hasilnya semua

8 Yohana Andriani, “Peran DPRD Daerah Istemewa Yogyakarta Dalam Pemilihan Kepala
Daerah Pada era Otonomi Tahun 2003 (Persfektif Figih Siyasah)”. skripsi tidak diterbitkan,
Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.



partai politik yang tergabung dalam koalisi turut aktif untuk memenangkan calon
kepala daerahnya secara adil dan mendidik terhadap masyarakat. Pilkada
langsung lebih efektif dan akuntabel daripada Pilkada tidak langsung®.

Ahmad Khoiru Mutho’in, Syarat-syarat Pemilih dalam Pilkada (dalam
persfektif Figih Siyasah). Sikripsi ini selain menitikberatkan pada syarat-sayat
pemilih dalam Islam, tetapi juga efektifitas pemilih dalam Pilkada. Kemudian,
penulis menganalisa berdasarkan UU Pilkada No. 32 Tahun 2004, Pilkada
dipilih secara langsung pada tahun 2005. Penulis hendak mengangkat partisipasi
masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Sebelumnya hanya
dipilih oleh DPRD sesuai dengan amanat konstitusi Pilkada No. 22 Tahun 1999.
Hasilnya penulis berhasil mengetahui cara pemilih efektif dalam Pilkada seiring
dengan tingkat pengetahuan masyarakat saat tahun 2005 masih rendah™°.

Mahfud Adnan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Perseteruan
elit politik lokal (Studi Kasus Pilkada di Kabupsaten Sragen Tahun 2006).
Skripsi ini mencoba menggali berbagai perilaku elit politik dalam menyukseskan
bupatinya di antara masing-masing kandidat. Para elit politik lokal turut terlibat
memberikan keyakinan terhadap masyarakat supaya mendapatkan kepercayaan

dari masyarakat. Hasilnya dapat menciptakan keterbukaan bagi setiap Calon

° Arif Fuadi, “Pandangan Masyarakat Terhadap Partai Politik dalam Pemilihan Kepala
Daerah di Kebumen 20107, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, 2013.

1 Ahmad Khoiru Mutho’in, “Syarat-syarat Pemilih dalam Pilkada (dalam persfektif Figih
Siyasah”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2007.
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Bupati/Calon Wakil Bupati (Cabup/Cawabup) dan team sukses elit lokal
menebar pesona untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. **.

Skripsi yang berjudul Peran Politik Kiai Dalam Pilkada di Kabupaten
Jumber 2005, ditulis oleh Abdul Waris. Skripsi tersebut membhas tentang
fenomena politik ulama di Kabupaten Jember, khususnya di Kecamatan Kalisat
dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pikada Bupati) di Kabupaten Jember 2005.
Masyarakat Jember yang bercorak religious, kehidupan yang homogen—desa—
haus akan petuah dan nasehat ulama berkharisma. Ini menjaga agar keiduannya
lebih baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Antusias ulama dalam menjunjung
tinggi nilai-nilai demokratisasi di Indonesia termanifestasikan juga dalam arena
politik loal Pilkada pada tahun 2005. Seiring dengan semangat tertanam
keinginan yang selalu ingin memajukan Kota Jember sebagai kota maju dan
berpendidikan. Melalui kelebihannya “Kharisma” untuk mewujudkan
keinginannya di atas, masyarakat di ajak memperjuagkan untuk memilh
pemimpin yang ideal untuk kota Jember melalui pemilihan kepala daerah secara

langsung™?.

I Mahfud Adnan, “Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Perseteruan elit politik lokal
(Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Sragen Tahun 2006)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

12 Abdul Waris, “Peran Politik Kiai Dalam Pilkada di Kabupaten Jumber 2005, skripsi
tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2008.
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E. Karangka Teoritik

Model Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan tidak langsung saat
ini telah menjadi diskursus panjang di meja DPR. Berbagai kejangggalan dalam
Pilkada langsung selama tahun 2005 hingga sekarang menjadikan Undang-
Undang Pilkada direvisi kembali demi menyalamatkan masa depan demokratisasi
lokal Indonesia.

Diskursus model Pemilihan Kepala Daerah masih belum menemukan
formulasi yang tepat dan efektif sesuai dengan amanat konstitusi. Kenyataannya
masih banyak anomali prilaku politik mewarnai Pemilihan Kepalada Daerah di
Indonesia (Baca:Pilkada tidak langsung dan langsung).

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis menggunakan pendekatan
teoritik. Pertama, Sistem Politik Islam. Kedua, Teori Demokrasi. Melaui dua
pendekatan teori tersebut supaya dapat memahami manfaat dan mudharat Pilkada

langsung dan tidak langsung di Indonesia.

1. Sistem Politik Islam
Dalam hukum Islam, tidak ditemukan secara tekstual Pemilihan
Kepala Daerah secara langsung maupun tidak langsung. Hanya saja soal politik
lebih diarahkan pada penerapan aturan yang bersifat ilahi, untuk mencapai
kemaslahatan umum yang berdasarkan musryawarah, sehingga konsep politik
lebih mengacu pada pengembangan amanah yang harus
dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Allah. Sementara secara

horizontal kepada sesama manusia. Konsep amanah ilahi merupakan harapan
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keinginan agar orang yang menjalankan kekuasaan atau kepemimpinan
tersebut harus berlandaskan pada kepentingan rakyat. Amanah ini sungguh
amat berat, karena akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Sesuai

dengan sabda Rasulullah SAW:
i il 3 Ll J8 & e o o g pudad JB ilaiod Wi i) Jgmiy b JB 3 ) 0
g dgle Q) (gl g Lgiay L3R (e Aalaig g A ALl g0 Alal Ll

Dari hadis tersebut jelas bahwa esensi dari suatu kepemimpinan
adalah pada intinya amanah, orang yang tidak mampu melakukan amanah akan
menyesal nanti di hari giamat. Hadis tersebut menganjurkan agar hukum-
hukum syariah yang terkandung di dalamnya ditegakkan dalam kehidupan
manusia sebagai tertib individu sosial. Perintah tersebut berimplikan pemberian
wewenang kepada manusia untuk menata kehidupannya dengan menyerapkan
hukum-hukum Allah tersebut.

Hal itu dapat diperolen bahwa hakikat kekuasaan politik adalah
otoritas untuk menyelenggarakan tertib masyarakat berdasarkan hukum Allah
SWT. Namun memang diakui bahwa tidak ada rincian yang jelas mengenai
aturan-aturan bagi kehidupan berbagnsa dan bernegara, akan tetapi terdapat
seperangkat nilai etika yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi
pengaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan interaksi dengan
sesamanya. Nilai moral yang dimaksud adalah prinsip persaudaraan umat
manusia, prinsip persamaan antar umat manusia, dan prinsip kebebasan umat

manusia dalam menentukan pilihannya. Salah satu etika dasar dalam

B3 Al-Naisabury, Muslim Bin Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyari, Shahih Muslim, Juz I,
2005, him. 9.
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memperoleh suatu kekuasaan dalam Islam adalah larangan meminta jabatan,
sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:
JLi ¥ 8 s i paa ) e L alis g Al &) s i) JB JIB 5 jam (i paa ) e Lo
ol cla 1) g i Al b ¢pa Liigh o)) W) S g Allsa co L gl ) Lild 5 jLaY)
VLA ) g e (e 8B Lgda | A W b cul B ey
Dari hadis tersebut di atas dapat dipahami bahwa mencari dan
meminta jabatan kepemimpinan tidak diperbolehkan. Akan tetapi, apabila
orang lain memintanya karena mereka bisa melaksanakan amanah dengan baik,
maka seharusnya dapat diterimanya atau mencalonkannya seperti kepala
daerah/wakil kepala daerah supaya tidak terjadi kekosongan pemimpin.
Keberadaan pemimpin atau kepemimpinan dalam Figih Siyasah
sangatlah penting, yakni sebagai pengganti peran kenabian dalam rangka
menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia.® Imam al-Mawardi
menyatakan bahwa pemimpin pemerintahan ditetapkan dengan dua cara, yakni
dipilih oleh ahl al-hall wa al-‘agd dan ditunjuk atau diserahi mandat oleh
pemimpin pemerintahan sebelumnya.’® Konsepsi demikian dapat dipahami
sebab Imam al-Mawardi merumuskan ketika era monarkhi kerajaan Islam
sedang Berjaya, sementara pada era negara-bangsa yang berhaluan demokrasi

belum menemukan momentum kemunculan di dunia Islam. s

14" Al-Qasthalani, Abi Abbas Syihabuddin Ahmad, Irsyad al-Syari bi Syarh Shahih
Bukhary, Juz VI (Bairut: Dar al-Fikr,1304 H), him. 453.

5 lmam Al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam,
penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamalluddin Nurdin, (Jakarta: Gema Insani Press,
2000), him. 15.

18 I1bid., him. 19.
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Bila dicermati, menegaskan peran ahl al-hall wa al-‘agd dalam
memilih kepala pemerintahan, Imam Mawardi sebenarnya sedang mengakui
peran dan suara rakyat dalam menentukan sosok pemimpin yang akan
memerintah mereka. Peran dan posisi ahl al-hall wa al-gad pada era itu dalam
banyak hal kompatibel dengan peran dan posisi DPR pada era demokrasi
sekarang. Sebagai dewan yang berhak memilih kepala pemerintahan, Imam al-
Mawardi mematok tiga syarat utama yang harus dipenuhi oleh anggota ahl al-
hall wa al’-‘agd. Pertama, memiliki kredibilitas pribadi dan sikap yang
mencerminkan al-‘agd. Kedua, memiliki pengetahuan yang membuatnya
mampu menimbang siapa yang berhak dan pantas untuk dipilih sebagai
pemimpin pemerintahan. Ketiga, mempunyai pendapat yang kuat dan hikmah
yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku
jabatan pemimpin pemerintahan dan siapa yang paling mampu dalam
merumuskan kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.’

Dalam syariah tidak menemukan ketentuan yang jelas tentang cara-
cara pelaksanaan hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin. Ada petunjuk
bahwa pengaturanya diserahkan kepada kemauan umat sesuai dengan situasi
dan kondisi, atau model pemilihan langsung dan tidak langsung. Sangat jelas

mengindikasikan salah satu keluasaan dan fleksibilitas kaidah-kaidah syariah.'®

2. Teori Demokrasi

7 bid., him. 17.

8 1bid., him. 17.
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Pelaksanaan demokrasi hanya dapat dilakukan dengan dua cara antara
demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Dimaksud demokrasi langsung
adalah warga negara secara keseluruhan dalam pembentukan undang-undang
sedangkan demokrasi perwakilan adalah rakyat tidak ikut serta dalam
pembentukan undang-undang, kedaulatannya diwakilkan kepada yang
mewakilkan®®.

Demokrasi perwakilan ditandai dengan penentuan pemimpin melalui
pemilihan secara langsung dan pembuatan keputusan dengan sistem
perwakilan. Demokrasi langsung berarti penentuan pemimpin dilakukan
melalui pemilihan secara langsung dan pembuatan keputusan secara partisipatif
yang melibatkan sebanyak mungkin warga masyarakat®.

Metode demokrasi berjalan dimulai dengan adanya kebebasan hak
pilih setiap warga negara untuk turut serta dalam pengambilan keptusan politik.
Setiap partisipan memiliki kesamaan hak dalam menentukan pilihannya sendiri
dan juga kesempatan untuk dapat dipilih. Prinsip suara mayoritas merupakan
hal yang esensial untuk mencapai keptusan dalam konsep demokrasi®.

Model pengambilan keputusan demokratis lainnya yang mendasarkan
diri pada tahap-tahap perkembangan masyarakat adalah sebagai berikut. (1)

sistem Konsensus, Yyaitu setiap orang harus menyetujui suatu keputusan

9 Mac Iver, Negara Modern, (Universitas Toronto, 1926), him. 273.

% Dede Mariana, dkk, Demokrasi dan Politik Desentralisasi, (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2008), him. 54.

2L John Dewey percaya bahwa demokrfasi sebagai suatu metode pengorganisasian
masyarakat yang selaras dengan metode penelitian. Lihat dalam Kamus Filsafat Karya Lorens
Bagus, Gramedia, 1996, him.156.



16

sebelum itu dilakukan. Jadi sistem ini menghendaki suatu keputusan secara
tidak ikut memilih atau abstain dalam proses pemilihan. “kebenaran mayoritas”
ini dituangkan dalam berbagai format peraturan perundang-undangan atau
pertingkatan hukum positif. Artinya, suara mayoritas rakyat dijadikan landasan
pengambilan hukum sebagai konsensus sosial bersama. Pengambilan hukum
inilah yang merepresantasikan pengambilan kebenaran dan keadilan yang akan
dituangkan dalam format yuridis(hukum positif yang berlaku)?.

Secara hirarki negara terdapat demokrasi prosidural tingkat nasional
maupun lokal. Demokrasi prosidural tingkat nasional disitilahkan dengan
Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.
Sementara tingkat lokal adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk
memilih Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota.

Negara yang menerapkan demokrasi sebagai prinsip penyelenggaraan
pemerintahan, Pemilu maupun Pilkada merupakan media bagi rakyat untuk
menyatakan kedaulatannya. Secara ideal bertujuan agar terselenggara
perubahan kekuasaan pemerintahan secara teratur dan damai sesuai dengan
mekanisme yang dijamin oleh konstitusi®.

Dengan demikian, Pemilu dan Pilkada menjadi prasyarat dalam
kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara demokratis sehingga melalui

demokrasi prosidural tersebut rakyat sebagai pemegang kedaulatan akan

22 Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), him. 67.

2 1bid., him. 5.
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Pertama, Memperbaharui kontrak sosial, Kedua, memilih pemerintahan baru,
dan ketiga, menaruh harapan baru dengan adanya pemerintahan baru.

Praktik demokrasi perwakilan telah dijumpai di berbagai negara
modern. Dapat dikatakan tidak ada satu negara pun yang dapat melaksanakan
demokrasinya secara langsung dalam arti dilakukan oleh seluruh rakyat.
Karena terlalu luasnya wilayah dan begitu besarnya jumlah penduduk,
demokrasi yang dipergunakan oleh negara modern adalah demokrasi tidak
langsung atau demokrasi perwakilan?*.

Konsep demokrasi liberal kian berkembang ke ranah desentralisasi.
Sehingga desentralisasi menjadi asas dalam negara demokrasi modern ini. Ada
benarnya B. C. Smith (1985) mengutarakan demokratisasi sesungguhnya
merupakan perwujudan dari desentralisasi kekuasaan. Desentralisasi kekuasaan
juga mencakup pembentukan institusi-institusi supra mapun infrastruktur
politik di tingkat lokal, termasuk rekrutmen untuk mengisi jabatan-jabatan
politik di level lokal. Para pemimpin politik inilah yang akan berperan sebagai
pengambil keputusan di daerah dan bertanggung jawab pada masyarakat yang
memilihnya.

Dalam perspektif ini, pemerintah daerah memegang peranan penting
dalam mewujudkan kebebasan politik warganya, melindungi dari
penyalahgunaan kekuasaan, dan memberi kesempatan yang lebih luas bagi

rakyat untuk menikmati sumber daya politik. Demikian pula dengan adanya

# Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama
Media,1999), him. 219-220.
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pemerintah daerah maka partisipasi politik, control politik, akuntabilitas, dan
trasparansi akan lebih terjamin.

Demokratisasi dalam mekanisme rekrutmen para pemimpin politik
menjadi awal untuk mewujudkan hubungan kekuasaan yang setara tersebut
karena para pemimpin polik inilah yang nantinya akan berperan sebagai

decision maker dalam tata kelola pemerintahan daerah.?®

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustaakaan (library research)
yang koheren dan sesuai dengan obyek pembahasan. Selain merujuk pada
buku-buku tentang Pilkada dan mekanisme pemilihannya, penelitian ini juga
merujuk pada buku-buku tentang Figih Siyasah atau teori politik dan
pemerintahan dalam Islam. Ini adalah langkah yang harus diambil, sebab dari
awal penelitian ini telah bermaksud untuk menelaah efektifitas Pilkada
langsung dan tidak langsung dalam persfektif hukum tata Negara Islam demi
menghasilkan sebuah telaah yang integratif dan interkonektif antara studi

politik Indonesia kontemporer dan figih siyasah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan metode deskriptif-komparatif-

analitis®®, dimana penyusun bermaksud untuk menggambarkan sesuai dengan

2 1bid., him. 52.

%6 Mardalis, Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara,
1999), him. 26.
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fakta mengenai perbandingan Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung
terkait kelebihan dan kekurangan terhadap masa demokrasi lokal di
Indonesia.
. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan normatif. yakni cara mendekati masalah yang di bahas dengan
melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah yang berdasarkan
pada norma-norma hukum islam yang berlaku baik yang tersurat maupun
yang tersirat.
. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penyusun mengunakan studi kepustakaan
dalam memperoleh data sekunder dari berbagai sumber kepustakaan yang
ada. Sedangkan untuk memperoleh data primer yaitu dari UU Pilkada, Al-
Qur’an, Hadist, dan data tersier di peroleh dari kamus-kamus bahasa
Indonesia, Inggris, Arab dan ensiklopedia tematis ilmu politik, ensiklopedi
fikih dan lain-lain.
. Analisis Data

Dalam proses menganalisis dan menginterprestasikan data-data yang
terkumpul penyusun menempuh cara analisis deskritif kualitatif, yakni setelah

data-data terkumpul kemudian data tersebut di kelompokkan menurut
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kategori masing-masing dan selanjutnya di interpresentasikan melalui kata-
kata atau kalimat.?’

Selanjutnya untuk menginterpresentasikan data-data yang sudah
terkumpul penyusun memakai kerangka berpikir induktif, yakni dari pola
pikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit,
untuk menarik generalisasi yang bersifat umum. Dengan kata lain, setelah
data terkumpul, peneliti mulai menghimpun dan mengorganisasikan data-data
yang masih bersifat khusus tersebut yang selanjutnya di pisah-pisahkan

menurut kategori masing-masing.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dicermati, pembahasan dalam skripsi ini akan
dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparannya adalah sebagai
berikut:

Bab Pertama, sebagai pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka
Teoritik, Metode Penelitian, dan Sitematika Pembahasan. Bab Kedua,.
Menjelaskan Pemilihan pemimpin dalam Islam. Bab Ketiga, menjelaskan
perkembangan Pilkada di Indonesia Bab Keempat, mengurai kelebihan dan
kekurangan Pilkada langsung dan tidak langsung dalam persfektif Hukum Islam.

Bab Kelima, sebagai penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

%" Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
1997), him. 245.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) langsung dan tidak langsung, secara umum dapat ditarik

kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung telah dilaksanakan semenjak
Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 di undangkan di Indonesia.
Diberlangsungkannya Pilkada langsung yang dipilih oleh rakyat di
berbagai daerah semenjak pada tahun 2005 hingga saat ini. Ini merupakan
babak baru dalam sejarah Pilkada dipilih langsung oleh rakyat Indonesia.
Dipilihnya Kepala Daerah secara langsung adalah bentuk asas
desentralisasi dalam demokrasi. Daerah memiliki hak untuk mengatur dan
mengelola daerahnya sendiri tanpa campur tangan pusat. Islam pun
berdasarkan Ijtihad para Ulama’ telah menyapakati Pemilihan Pemimpin
secara langsung tidak melanggar syariat agama Islam. Karena agama tidak
mengatur secara jelas dan rinci terkait mekanisme pemilihan pemimpin.

2. Sedangkan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah tidak langsung, melalui
suara DPRD (terbiasa dengan sebutan One Man One Vote) bukan babak
baru di negara Indonesia. Sebelumnya pernah terjadi pada masa Orde
Baru, pemerintahan Soeharto, bahkan di awal reformasi, masih

menggunakan pemilihan tidak langsung dengan diberlangsunkannya UU
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No. 22 Tahun 1999. Lahirnya undang-undang tersebut merupakan cikal-
bakal keberlangsungan desentralisasi. Karena memperluas ruang daerah
untuk mengatur daerahnya tersendiri. Saat ini di akhir pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono-Budiyono dan awal pemerintahan Jokowi Dodo-
Jusuf Kalla Pemilihan Kepala Daerah hendak dikembalikan pada tempo
dahulu, era Orde Baru yang dipilih oleh DPRD. Sehingga Undang-Undang
No. 22 Tahun 2014 ini secara subtansial sama seperti Undang-Undang No.
22 Tahun 1999 yang dipilih oleh DPRD. Dalam hukum Islam, Pilkada
tidak langsung merupakan mekanisme yang ada dalam agama Islam,
Kepala Daerah dipilih melalui lembaga syura’ (Lembaga Legislatif). Hal
pernah terjadi pada masa masa khalifah, terpilihnya Usman Bin Affan
sebagai Khalifah Islam.

3. Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan tidak langsung
dalam Islam nash memperbolehkan keduanya. Jelasnya dua model pilkada
itu memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tidak ada nash yang
melarang memberikan kebebasan bagi negara Islam maupun notabene
masyarakatnya agama Islam untuk mempraktikknya demi terciptanya
demokrasi lokal di Indonesia menjadi lebih baik. Apalagi kontitusi negara
Indonesia terkait pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis. Tidak
ada penekanan secara jelas antara dipilih oleh DPRD maupun rakyat
secara langsung. Para pendiri kita memberikan kebebasan kepada
penerusnya untuk mempraktikkan sesuai dengan situasi yang berlangsung.

B. Saran-saran



117

1. Kajian terhadap model Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan
tidak langsung kian mengalir deras dari berbagai kalangan dengan
berbagai disiplin ilmu pengetahuan, termasuk agama Islam.
Memperkuat khazanah pengetahuan bagi anggota legislatif untuk
mempertaruhkan demokrasi lokal di Indonesia. Berbagai pembaharuan
undang-undang Pilkada semestinya tidak hanya berfokus pada dipilih
langsung dan tidak langsung, melainkan lebih memperketat aturan
tanggung jawab bagi Kepala Daerah dalam menjalankan mandatnya.

2. Pilkada langsung dan tidak langsung yang memiliki kelemahan dan
kelebihan tersendiri, setidaknya anggota DPR RI mempertimbangkan
kelebihan dan kekurangannya. Sehingga Pilkada di masa depan
menghasilkan Kepala Daerah yang berkualitas yang mengemban
amanah negara.

3. Pilkada dalam Islam yang menitikberatkan pada figur yang jujur dan
adil dalam mengemban amanah konstitusi supaya menjadi
pertimbangan bagi anggota legislaltif. Selama ini perdebatan Pilkada
langsung dan tidak langsung, tidak banyak menyotori Kepala Daerah
yang tersangkut paut korupsi. Syarat-syarat menjadi kepala daerah
dalam Islam supaya menjadi pertimbangan demi menyelamatkan

Pilaka di Indonesia.
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A. Terjemahan Al-Qur’an

No

Halaman

Bab

Foot
Note

Terjemahan

1

24

2

35

Maka disebabkan rahmat dari
Allah-lah  kamu berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya
kamu bersikap keras lagi berhati
kasar, tentulah mereka menjauhkan
diri dari sekelilingmu. Karena itu
ma'afkanlah mereka, mohonkanlah
ampun bagi mereka, dan
bermusyawaratlah dengan mereka
dalam urusan itu®®. Kemudian
apabila kamu telah membulatkan
tekad, maka bertawakkallah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang
bertawakkal kepada-Nya.

93

94

Dan Allah sekali-kali tidak akan
memberi jalan kepada orang-orang
kafir untuk menguaai orang-orang
mukmin.

93

95

Adapun orang-orang kafir sebagian
mereka menjadi pelindung bagi
sebagian yang lain. Jika kamu (hai
para muslimin) tidak melaksanakan
apa yang telah diperintahkan Allah
itu, nicaya akan menjadi kekacauan
di muka bumi dan kerusakan yang
besar.

B. Terjemahan Hadits

Halaman

Bab

Foot Note

Terjemahan

10

1

13

Dari Abi Dzar berkata: saya
bertanya kepada Rasulullah SAW.
Apakah tidak mempekerjakan saya
soal  politik, lalu  Rasulullah
menjawab sambil memukul
pundakku “ Wahai Abi Dzar,
sesungguhnya engkau sangat lemah,




sedangkan persoalan politik itu
adalah amanah dan pada hari
giyamat banyak orang merasa
bersalah, dan menyesal Kkarena
kecuali orang yang betul-betul
menjalankan sesuai dengan aturan,
dan menunaikan amanah yang
diemban kepadanya

11

14

Diriwayatkan Abdul Rahma bin
Samurah r.a Rasulullah bersabda:
Wahai Abdul Rahman bin Samurah,
janganlah kamu meminta jabatan
atau pemimpin, karena
sesungguhnya jika jabatan diberikan
kepada kamu melalui permintaan,
maka kamu akan memiku tanggung
jawab sebagai seorang pemimpin,
dan jika pimpinan atau jabatan
diberikan tanpa permintaan lebih
dahulu, maka  kamu  akan
mendapatkan

pertolongan dan dukungan dalam
kepemimpinanmu.

73

83

Tiap-tiap kamu adalah pemimpin,
dan tiap-tiap kamu akan dimintai
pertanggungjawababn tentang
pemimpin dalam rumah tangga
suaminya, dan ia bertanggungjawab
atas kepemimpinannya itu; hamba
sahaya adalah pemimpin di dalam
harta dan ia bertanggung jawab atas
penjaganya; hamba sahaya adalah
pemimpin di dalam harta tuannya
dan ia bertanggung jawab atas
penjaganya itu. Ketahuilah, tiap-tiap
kamu adalah pemimpin, dan
masing-masing kamu akan dimintai
pertanggungjawaban dalam
kepemimpinannya (HR. Bukhari
dan Muslim.

74

84

“Tidaklah seorang pemimpin yang
dituntut Tuhan supaya menentukan
rakyatnya, kemudia ia mati karena
telah sampai ajalnya, padahal ia




telah menyeleleweng dalam
kepemimpinan itu, kecuali Allah

mengharamkan surga baginya”.
(HR. Muslim)
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1.

BIOGRAFI ULAMA
Imam Al-Mawardi

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Al-Hasan Ali bin
Muhammad ibn Habib al-Basi al-bagdadi al-Mawardi. Beliau lahir di
basrahpada tahun 370 H/975. Beliau hidup pada masa tiga pemerintahan
Bani Abasiyah yaitu; kekhalifaan at-Thai (363-381 H,) kekhalifahanal
Qadir Billah (381-422 H) dan kehalifaan al-Qa’imu Billah (422-467 H)

Imam al-Mawardi menimba ilmu di kota Basrah dan Baghdad.
la diangkat menjadi hakim di banyak kota secara bergantian. la bertempat
tingal di Baghdad di jalan az-Za’farani, ia termasuk pakar figih pengikut-

pengikut mazhab Imam Syafi’i.

la mendapatkan kedudukan tinggi di mata raja-rajaBani Buwaih.
Raja-Raja Bani buwaih menjdaikan beliau sebagai mediator antara mereka
dan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka, mereka puas
dengan perannya sebagai mediator. Beliau wafat di Baghdad pada tahun
457 H.

Diantara karya-karya beliau, di bidang figih; al-Hawi al-Kabiru
dan al-/gna’u. Di bidang politik: al-ahkam as-Sulthaniyyah, Siyasatu al-
wizarati wa Siyasatu al-Maliki, Tashilu an-Nadzari wa Ta jilu adz-Dzafari
wa Ta’jilu adz-Dzafari fi Akhlagi al-Maliki wa Siyasatu al-Maliki,
Siyasatu al-Maliki dan Nasihatu al-Muluk. Dalam bidang Tafsir: Dalam
sastra: adaba ad-Dunya wa ad-Dini. Dan dalam aqgidah: a’lamu an-

Nubuwwah

Al-Imam Al-Ghazali

Al-Imam di kalangan para ulama’ ushul figih beliau di kenal

dengan nama al-Ghazali, Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 450 H (1058

v



M) di desa taberan distrik thus, Persia, dan mempunyai nama lengkap Abu
Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, dan
gelarnya adalah “hujjatul Islam” dan gelar wangsanya adalah Ghazali.
Nama ayahnya kurang begitu dikenal, namun kakeknya adalah orang
terpandang pada masanya. Ayahnya meninggal dalam usia muda sehingga
meninggalkannya, ia di asuh oleh ibu dan kakeknya. Ghazali di sebut-
sebut sebagai nama sebuah desa distrik Thus, provinsi Khurasan, Persia.
Menurut Maulana Syibli Nu’mani, leluhur Abu Hamid Muhammad
mempunyai usaha pertenunan (gazal) dank arena itu dia melestarikan gelar
keluarganya “ghazali” (penenun).

Ketika masih muda, al-Ghazali belajar di Nisyaphur dan
Khurasan yang pada waktu itu merupakan salah satu pusat ilmu
pengetahuan yang penting di dunia Islam. la kemudian menjadi murid
Imam al-Haramain al-Juwaini, guru besar di madrasah Nizhamiyah
Nisyapur. Di antara pelajaran yang diberikan di sekolah ini adalah teologi,
figih dan ushulnya, filsafat, logika, dan sufisme. Dengan perantara al-
Juwaini, ia berkenalan dengan Nizham al-Muluk, Perdana Menteri Sultan
Saljuk Malik Syah. Sehingga pada tahun 1091 M., al-Ghazali diangkat

menjadi guru di madrasah Nizhamiah Cabang Baghdad.

Muhammad Husayn Haykal

Muhammad Husayn Haykal lahir di desa kafr Ghanam wilayah
distrik sinbillawain propinsi Dagahlia yang terletak di Delta Nil sekitar
140 KM dari Kairo, pada 30 Agustus 1888 M. Pada masa kekuasaan
Sultan turki. Pada usia tujuh tahun ia dikirim ke Kairoia masuk sekolah
dasar milik pemerintah dan selesai pada tahun 1901, kemudian masuk
sekolah menengah di al-khedewiyah dan lulus pada tahun 1905. Setelah
itu ia melanjutkan studinya ke Sekolah tinggi Hukum Kairo. Dari sini

Haykal mulai membaca buku-buku yang ditulis oleh para pembaharu



dalam Islam. Terakhir ia dkirim ke Paris untu melanjutkan program
pascasarjana di Sorbonne.

Selama berada di Paris ia aktif di organisasi PemudaMesir dan
Organisasi Pemuda Islam. Pada tahun 1912 meraih gelar doctor dalam
ilmu hukum. Adapun profesi beliau setelah menempu pendidikan.
Pertama menjadi pengacara selama sepuluh tahun (1912-1922). Kedua,
sebagai wartawan dan angota partai selama lima belas tahun (1922-1937).
Ketiga, sebagai politisisekaligus pejabat pemerintahan sekitar lima belas
tahun (1937-1952). Setelah meninggalkan dunia politik pada tahun 1951
beliau menekuni kembali sebagai penulis hingga wafat pada 8 Desember
1956.

Vi



Lampiran 111

Nama

CURRICULUM VITAE

: Imam Musthafa

Alamat Asal : Dsn. Congkak Desa Beluk Kenek, Kecamatan Ambunten,

Kabupaten Sumenep Madura-Jawa Timur.

Alamat Yogya : Demangan Baru, Sleman Yogyakarta.

Email

: imam_ musthafa@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan :

MI Al-Furgan Beluk Kenek Sumenep (1997-2002)
MTS Al-Furgan Beluk Kenek Sumenep (2002-2005)

MA | An-nugayah Guluk-Guluk sumenep (2005-2008)

Pengalaman Organisasi:

Ikatan Santri Pantai Utara (Iksaputra) Pondok Pesantren Guluk-Guluk
Sumenep Madura (2007-2008)

UIN-SUKA :

PMII Ashram Bangsa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2009)

Koord. Kaderisasi PMII Ashram Bangsa Fakultas Syariah dan Hukum
Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-2012)

Pengurus Komisariat PMII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012-
2013)

Pengurus Cabang PMII DIY (2014-2015)

Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2013-2015)

Vil


mailto:imam_musthafa@yahoo.co.id

	HALAMAN JUDUL
	ABSTRAK
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
	SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
	PENGESAHAN SKRIPSI
	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
	MOTTO
	PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I. PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	D. Tinjauan Pustaka
	E. Karangka Teoritik
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB V. PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN-LAMPIRAN
	CURRICULUM VITAE



